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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Perseroan Taerbatas 
1. Pengertian Perseroan Terbatas 
Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah 
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 
tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan 
pelaksanaannya.5 
Menurut H.M.N. Purwosutjipto,Perseroan terbatas adalah 
persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut 
“persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri 
dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.6 
Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk 
usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan 
namaNaamlozeVennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan 
Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya 
terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.7 
                                                             
5 Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan 
usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48. 
6H.M.N. Purwosutjipto,“Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,. Djambatan, Jakarta,1979, 
hlm. 85. 
7Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2005,  hlm. 41. 
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Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk 
kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah 
“terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu 
sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah 
perusahaan persekutuan badan hukum.8 
R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah 
suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan 
dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan 
modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya 
dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas 
sampai jumlah saham yang dimilikinya.9 
Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada 
pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda 
pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ 
concordantiebeginsel. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai 
perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 
(dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua 
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali 
perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas 
                                                             
8Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2002, hlm. 68. 
9R. Ali Rido, “Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa 
dan Perkembangan Perseroan Terbatas”,Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335. 
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mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika 
dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.10 
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham 
yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan 
pelaksanaannya.11 
Maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha 
yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan 
modal tertentuyang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat 
memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai 
jumlah saham yang dimilikinya. 
 
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 
Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut 
adalah sebagai berikut:12 
1) Perjanjian dua orang atau lebih. 
Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua 
orang atau lebih.ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip 
yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan 
                                                             
10Tri Budiyono, “Hukum Perusahaan”, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12 
11I.G. Rai Widjaya, “Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di 
Bidang Usaha”. KBI, Jakarta, 2000, hlm.127. 
12Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hlm. 43-44. 
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sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.Oleh karena 
itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satupemegang saham. 
2) Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris. 
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan 
harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia 
(Pasal 7 ayat (1)).Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang 
sekaligus memuat anggaran d dasar yang telah disepakati. 
3) Modal Dasar  
Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta 
rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu 
Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1)  yang bisa atau 
boleh melebihi ketentuan ini. 
4) Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan. 
Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat 
perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)).Ketentuan pasal inimerupakan 
wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian 
pendirian perseroan. 
 
 
3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 
Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima 
prosedur tersebut adalah:13 
                                                             
13Ibid.hlm.45. 
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1. Pembuatan perjanjian tertulis. 
Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam 
perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau 
modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas. 
2. Pembuatan akta pendirian. 
Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa 
Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT. 
3. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman; 
Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Kehakiman. 
4. Pendaftaran Perseroan. 
Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di 
Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri 
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal & ayat (4) UUPT. 
5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara. 
Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam 
tambahan Berita Negara. 
 
4. Ciri Perseroan Terbatas 
Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua 
yaitu:14 
                                                             
14Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit., hlm. 49. 
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1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara 
pribadi atas perikatan yag dibuat atas nama perseroan, dan 
2) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian 
perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan 
tidak meliputi harta kekayaan pribadi. 
 
5. Jenis-Jenis Preseroan Terbatas 
Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi 
menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, 
sebagaimana berikut dibawah ini. 
1) Perseroan Terbuka 
Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. 
Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ 
lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.15 
 
2) Perseroan Tertutup 
Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat 
ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. 
Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah 
bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam 
akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa 
yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah 
                                                             
15C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, “Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”, 
Jakarta,  2013, hlm.84. 
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bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-
orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan 
keluarga.16 
3) Perseroan Publik. 
Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi 
Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah 
pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal. 
 
6. Struktur organisasi 
Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) 
terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat 
Umum Pemegang Saham,selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi dan 
Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut 
(“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. 
RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 
Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan 
yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
                                                             
16Ibid,  hlm.  83. 
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Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ 
Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada 
Direksi. 
Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direksi dan 
Dewan Komisaris dalam Perseroan: 
1. Tanggung Jawab Direksi 
Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi 
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan 
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan 
tugasnya.. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau 
lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara 
tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 
ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan 
atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat 
membuktikan: 
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan; 
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 
kerugian; dan 
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4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau 
selanjutnya kerugian tersebut. 
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian 
Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh 
kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat 
(2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-
renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak 
terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud 
diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah 
menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Akan tetapi kalau 
perusahaan tersebut merupakan PT perseorangan sebagaimana PT 
Colombo maka Direksi bertanggungjawab penuh akan kelalaian 
dalam menjalankan perusahaan. 
Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan 
sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:  
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-
hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;  
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c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
dilakukan; dan  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya 
kepailitan. 
 
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan 
Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) 
UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada 
Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, 
kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 
pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut 
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila 
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika 
Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau 
lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku 
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 
114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat 
 
19 
 
dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada 
ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan: 
a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan; 
b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun 
tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang 
mengakibatkan kerugian; dan 
c) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah 
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 
 
B. Tinjauan Tentang Perbankan 
1. Pengertian Bank 
Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti 
bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani 
kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bank merupakan 
pengembangan lebih lanjut dari istilah banco, yang sebenarnya 
dimaksudkan sebagai simbol bagi alat penukaran.17 
G. M. Verryn Stuart sebagaimana dikutip oleh Thomas Suyatno 
mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk 
memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya 
sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun 
dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.18 
                                                             
17Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 38. 
18Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 1. 
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Di Indonesia pengertian bank secara otentik telah dirumuskan 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Undangundang 
Perbankan 1967 yang telah diganti dengan  Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992, yakni pada Pasal 1 huruf a, yang menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang.19 
2. Sumber Hukum Perbankan 
Dalam perkembangannya Undang-undang Perbankan 1967 tersebut 
telah diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 
dimana pada Pasal 1 angka 2 disebutkan tentang pengertian bank. Pasal 
tersebut menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik pengertian 
bahwa pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan bank ialah semua 
badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat 
permintaan atau penawaran akan kredit. Bank memperoleh kredit dari 
orang lain, karena ia membayarkan bunga untuk kredit itu. Sebaliknya ia 
                                                             
19 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2001, hal 59. 
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memberikan kredit kepada orang lain dengan memungut bunga yang lebih 
tinggi dari bunga yang dibayarkannya itu.20 
C. Tinjauan Tentang Kepailitan dan Pemberesan Utang Piutang 
1. Pengertian Kepailitan 
Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas umum atas semua 
kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 
oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana dalam 
Undang-undang ini. Secara umum kepailitan sering diartikan sebagai suatu 
sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor agar dicapainya perdamaian 
antara debitor dengan para kreditornya atau agar kekayaan dibitur tersebut 
dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para kreditornya. 
Putusan kepailitan diberikan oleh hakim Pengadilan Niaga terhadap 
debitor pailit, maka belakulah asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 
dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Asas yang 
terkandung dari kedua pasal tersebut adalah bahwa: 
1) Apabila debitor tidak membayar utangnya atau tidak mampu 
membayar utangnya, maka seluruh harta benda yang dimilikinya 
disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua 
kreditornya menurut perimbangan piutangnya, kecuali apabila di 
antara para kreditor itu ada alasan-alasann yang sah untuk 
didahulukan seperti misalnya para kreditor preferent yaitu mereka 
yang mempunyai hak jaminan khusus atas dasar hak tanggungan, 
                                                             
20 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 246. 
 
22 
 
hak hipotik, hak gadai, hak fiducia, dan juga terhadap tagihan-
tagihan yang oleh undnag-undang dikategorikan sebagai tagihan 
yang didahulukan seperti antara lain biaya perkara, biaya lelang, 
biaya kurator, dan tagihan publik. 
2) Semua kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama. 
3) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat 
timbulnya piutang-piutang mereka. 
2. Syarat-Syarat Kepailitan 
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 
2004 ditetapkan syarat-syarat debitor dinyatakan pailit yaitu sebagai 
berikut: 
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih, dinyatakan pailit oleh Keputusan pengadilan baik atas 
permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih 
kreditornya.”  
 
Dari ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitor dapat 
dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :21 
1) adanya debitor yang tidak membayar utang 
2) adanya lebih dari satu Kreditor 
3) adanya lebih dari satu utang 
4) minimal satu utang sudah jatuh tempo 
5) minimal satu utang sudah dapat ditagih 
6) pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga.  
 
                                                             
21 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama,Jakarta 
,2004 ,hal. 38 
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Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan Dalam Pasal 2 
UU Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada 
Pengadilan Niaga adalah: 22 
a) Debitor sendiri 
b) Seorang atau lebih kreditornya 
c) Kejaksaan untuk kepentingan umum 
d) Bank Indonesia (BI) dalam hal debitor merupakan bank 
e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal 
debitor merupakan perusahaan efek 
f) Menteri Keuangan dalam hal debitor merupakan 
perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana 
pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang 
kepentingan publik. 
 
3. Pemberesan Utang Piutang 
1. Pengertian Utang Dalam Kepailitan 
Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut : 23 
a) Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang 
timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang; 
b) Pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang 
ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-
undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian 
umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, 
kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 
Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena 
dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUPKPU No. 37 
                                                             
22Ibid, Rachmadi Usman, hal 17 
23Ibid, Rachmadi Usman, hal, 101 
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Tahun 2004 Pasal 1 ayat(6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap 
pengertian utang, yaitu; 
kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 
baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari 
atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-
Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi 
memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya 
dari harta kekayaan debitor. 
 
2. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pemberesan Utang 
a. Pihak Permohonan Pailit Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara 
kepailitan adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit. 
b. Debitor Pailit Pihak debitor pailit adalah pihak yang dimohonkan 
pailit ke pengadilan yang berwenang. 
c. Hakim Pengadilan Niaga Perkara kepailitan pada tingkat pertama 
diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. 
d. Hakim Pengawas Untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan 
pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, maka dalam 
keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim 
pengawas. 
Piutang adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada 
perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan 
tagihan sejumlah uang saja.Pendeknya menurut pengertian yang sangat 
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luas piutang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan kepada 
baik perjanjian maupun undang-undang.24 
Pengertian utang piutang menurut para ahli ada beberapa 
pendapat, diantaranya sebagaimana terurai dibawah ini. 
Pengertian utang piutang yang disampaikan oleh Prof. R. 
Subekti, 25 bahwa perjanjian utang piutang identik dengan perjanjian 
pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH 
Perdata menyatakan : 
“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu 
barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 
dari jenis dan mutu yang sama pula.” 
 
Jerry Hoff berpendapat “Utang seyogyanya diberi arti luas, baik 
dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul 
karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima 
sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban 
pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau 
kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang 
tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang 
tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar 
debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.26 
                                                             
24H. Man S, Sastrawidjaja,”Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. 
PT Alumni, Bandung,2006, hlm.84. 
25R. Subekti, “Aneka Perjanjian”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 126. 
26 Jerry Hoff, “Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi”, P.T. 
Tatanusa,  Jakarta, 2000, hlm. 15. 
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Sutan Remy sependapat dengan pendapat diatas, dengan 
mengatakan bahwa pengertian utang di dalam UUKepailitan dan PKPU 
tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa 
kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang 
piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa 
kewajiban untuk membayar sejumlah uang pada kreditor, baik 
kewajiban itu timbul karena perjanjian utang piutang maupun timbul 
karena ketentuan Undang-undang, dan timbul karena putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif 
kreditor, kewajiban membayar debitor itu merupakan “hak untuk 
memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau right to payment.27 
 
4. Pihak-pihak dalam Utang Piutang 
Pihak-pihak yang berkaitan dalam utang piutang adalah pihak yang 
melakukan perjanjian utang piutang, dalam hal ini adalah Kreditor dan 
Debitor. 
a) Debitor 
Debitor adalah orang yang memepunyai utang karena perjanjian atau 
undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka 
pengadilan.28 
b) Kreditor 
                                                             
27 Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”, Pustaka Utama Grafiti,  Jakarta , 2002, hlm.110. 
28Ibid, hlm.85. 
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Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPKPU, yang 
dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang 
karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka 
pengadilan.Kreditor merupakan salah satu pihak dalam Utang Piutang 
dapat berupa : 
1. Kreditor separatis, diatur dalam Pasal 56 UU No. 37 
Tahun 2004. Kreditor separatis adalah kreditor yang 
memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), 
seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, 
fidusia.  
2. Kreditor preferen.Berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 
1149 KUHPer, yang dimaksud dengan kreditor 
preferen adalah kreditor yang memiliki hak 
istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang 
diatur oleh Undang-undang yang bersangkutan.  
3. Kreditor konkuren. Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. 
Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor golongan ini 
adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor 
separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen. 
4. Kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang 
cukup memegang peranan dalam suatu proses 
perkara pailit, karena tugas umum kurator adalah 
 
28 
 
melakukan pengurusan dan atau pemberesan 
terhadap harta pailit. 
Akibat Hukum Pernyataan Pailit Secara umum dengan adanya 
pernyataan pailit maka terhadap debitor pailit berlakulah hal-hal sebagai 
berikut :29 
1) Terjadi sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor pailit. 
2) Kepailitan ini semata-mata hanya mengenai harta kekayaan saja dan 
tidak mengenai diri pribadi si debitor pailit. 
3) Segala perikatan debitor pailit yang timbul setelah putusan pailit yang 
diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit. 4) Harta pailit diurus 
dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan 
debitor. 
4) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus 
diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK) 
5) Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan 
dari harta pailit selama kepailitan harus diajukan dengan laporan 
untuk pencocokan utang (Pasal 27 UUK) 
6) Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Tanggungan, Hak 
hipotik, jaminan fidusia dapat melaksanakan hak agunannya seolah-
olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat(1) UUK) Pihak kreditor yang 
mempunyai hak menahan barang milik debitor pailit sampai dibayar 
tagihannya (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang 
                                                             
29Ibid, Rachmadi Usman, hal 50 
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debitor pailit tersebur meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK) 9) 
Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 
55 ayat (1) UU Kepailitan (kreditor separatis/kreditor dengan jaminan 
khusus) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam  
penguasaan debitor pailit atau kurator. 
 
D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang 
diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan Niaga, dimana 
dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan 
kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-
utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) 
terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu 
merestrukturisasi utangnya tersebut.dengan demikian Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium 
dalam hal ini legal moratorium.PKPU adalah wahana juridis- ekonomis 
yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya 
agar dapat melanjutkan kehidupannya, selain itu pkpu juga merupakan 
pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.30 
Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah suspension 
of payment atau Surseance van Betaling, maksudnya adalah suatu masa 
                                                             
30 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 82 
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yang dinerikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana 
dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan 
kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya 
dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, 
termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. 
Menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam 
rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam 
likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan 
kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi 
dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini 
kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya. Istilah 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga moratorium 
harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial 
berarti bahwa seorang debitor tidak melakukan pembayaran utangnya. 
Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan 
pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas 
bunga maupun atas utang pokok. Istilah gagal bayar dikenal dan 
dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan 
dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan 
pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan 
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kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit 
sebagaimana diatur di dalam kontra.31 
 
2. Sebab Adanya PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
Keadaan sulit yang dapat mengakibatkan debitor tidak dapat 
membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih tepat pada waktunya 
ialah misalnya: jatuh rugi, kebakaran, kapal tenggelam, pembekuan 
simpanannya dibank dan lain-lain. Sebab-sebab tersebut mengakibatkan si 
debitor kekurangan uang untuk membayar utang-utangnya.Kesulitan 
debitor ini belum sedemikian rupa,sehingga dia berada dalam keadaan 
berhenti membayar yang sebenar-benarnya.Jadi dia belum perlu 
dipailitkan, karena dia masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-
utangnya secara penuh, hanya dibutuhkan waktu tambahan untuk 
memperbaiki keadaan ekonominya.32 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan 
mengenai keapilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu: 33 
a. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam 
waktu yang sama ada bebrapa kreditor yang menagih piutangnya 
dari debitor. 
                                                             
31 http://click-gtg.blogspot.com/2009/11/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang.html, diunduh 
pada tanggal 27/01/2015. 
32Purwosutjipto, “Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Perwasitan, Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran”, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 54. 
33
https://sesukakita.wordpress.com/2012/05/30/kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-
utang-pkpu/ di unduh pada tanggal 27/01/2015 
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b. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan 
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik 
debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor 
lainnya. 
c. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang 
dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, 
debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau 
beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, 
atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua 
harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggumg 
jawabnya terhadap para kreditor. 
 
3. Tujuan PKPU 
Tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada ketentuan 
Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004.Dari pasal tersebut 
dapat diartikan bahwa debitor mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi memberikan tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang 
kepada kreditor konkuren, yang tujuannya adalah agar seorang debitor 
dapat meneruskan usahanya dan untuk menghindari kepailitan. 
Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan : 
 
Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat  
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu 
dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 
pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana 
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau 
seluruh utang kepada kreditor.  
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Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan : 
 
Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat 
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan 
dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi 
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan 
debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya." 
4. Jenis-jenis PKPU 
Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, 
yaitu:34 
1) PKPU sementara, adalah PKPU yang penetapannya dilakukan 
sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah 
pendaftaran dilakukan. 
2) PKPU tetap, adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan 
persetujuan dari para kreditor. 
5. Syarat PKPU 
Pengajuan PKPU ditunjukkan kepada Pengadilan Niaga dengan 
melengkapi persyaratan :35 
a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua 
Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh Debitor dan 
penasihat hukumnya. 
b) Surat khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukkan 
kuasa kepada orangnya bukan law-firm-nya). 
c) Izin advokat yang diligalisir. 
d) Alamat dan identitas lengkap para Kreditor konkuren disertai 
jumlah tagihannya masing-masing pada Debitor. 
e) Financial report. 
                                                             
34 http://roysanjaya.blogspot.com/2011/01/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang.html diakses 
05/07/2014 pukul 10:30 
35M. Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”, Kencana, 
Surabaya, 2008, hlm. 148. 
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f) Dapat dilampirkan rencana perdamaian (accord) yang meliputi 
tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para 
Kerditor Konkuren. 
 
6. Perdamaian dalam PKPU 
Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan 
yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut Debitor 
akanmenawarkan rencana perdamaiannya kepada para Kreditor.Dalam 
perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang 
Debitor. Biasanya program-program restrukturisasi utang tersebut antara 
lain: 36 
a) moratorium, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang 
sudah jatuh tempo; 
b) haircut, merupakan potongan pokok pinjaman dan bunga; 
c) pengurangan tingkat suku bunga; 
d) perpanjangan jangka waktu pelunasan; 
e) konversi utang kepada saham; 
f) debt forgiveness (pembebasan utang); 
g) bailout, yakni pengambil alihan utang-utang, misalnya pengambil 
alihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 
h) write-off, yakni penghapus bukuan utang-utang. 
 
7. Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPU 
Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga 
di daerah tempat kedudukan debitor, dengan ketentuan sebagai berikut.37 
a) Dalam hal ini debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik 
Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas 
permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. 
b) Dalam hal ini Debitor adalah Persero suatu firma, Pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat keduduka hukum firma tersebut 
juga berwenang memutuskan. 
c) Dalam hal ini debitor tidak berkedudukan dio wilayah Negara 
Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di 
                                                             
36Ibid, hlm.150. 
37Jono, “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170-171. 
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wilayah Negara republic Indonesia, Pengadilan yang berwenang 
memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi 
atau usahanya di wilayah Negara  Republik Indonesia. 
d) Dalam hal ini Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan 
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. 
  
Pada surat Pemohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh 
pemohon dan oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan sebagai 
berikut.38 
a) Dalam hal permohonannya adalah Debitor, permohonan PKPU harus 
disertai yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta 
surat bukti secukupnya. 
b) Dalam hal permohonannya adalah Kreditor, maka Pengadilan Niaga 
wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. 
c) Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana 
perdamaian. Surat permohonan PKPU besertalampirannya (bila ada) 
harus disediakandi Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh 
setiap orang dengan cuma-Cuma. 
 
8. Petugas dalam PKPU 
Petugas yang mempunyai kewenangan bertugas untuk penyelesaian 
perkara dalam PKPU: 
1) Hakim Pengawas 
Dalam Pasal 1 angka 8 menjelskan bahwa Hakim pengawas adalah 
hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau 
putusan penundaan kewajiban penundaan utang. 
2) Kurator 
Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Kurator adalah Balai Harta 
Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh 
                                                             
38Ibid, hlm. 171. 
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Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta DebitorPailit 
di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-
Undang ini. 
